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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Fitriani, AP., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi
selaku Deputi Bidang Administrasi DPD RI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini  dalam rangka mencapai  target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.  Keberhasilan  dan  kegagalan  pencapaian  target  kinerja  tersebut  menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi

                                                                                                                      Jakarta, 13 Mei  2026

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
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Dr. Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si.
NIP. 196801051988031001

                Dr. Fitriani, AP., M.Si
NIP. 197410171993112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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KEPALA BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya pengelolaan organisasi yang tepat

fungsi
Nilai  capaian  RB  pengelolaan
organisasi (K3111)

21,08

2 Meningkatnya  pengelolaan  sumber  daya
manusia profesional

Nilai capaian RB pengelolaan SDM
(K3112)

  6,63

Kegiatan / RO Anggaran
A. Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia  Rp         2.149.000.000

1 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal  Rp                 -
2 961 - Layanan Reformasi Kinerja  Rp                 -
3 957 - Layanan Hukum  Rp                 -
4 954 - Layanan Manajemen SDM  Rp                 -
5 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan  Rp          1.193.884.000
6 968 - Layanan Pendidikan Kedinasan  Rp                 -
7 001 - Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengoperasian Sistem 

Informasi
 Rp             399.000.000

8 Z10 - Layanan Manajemen SDM Lingkup Kementerian Lembaga 
tanpa Satker Vertikal dan Tanpa UPT

 Rp              250.000.000

9 Z15 - Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama  Rp                 68.835.000
10 Z17 - Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator  Rp               119.000.000
11 Z19 - Layanan Pelatihan struktural Kepemimpinan Pengawas  Rp               102.501.000
12 Z21 – Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil  Rp                 15.780.000
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